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BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR /3 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

a.

BUPATI SIJUNJUNG,

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dirasa perlu dilakukan pergeseran
anggaran sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang
diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017, maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
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Mengingat
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25 );

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049):

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614};
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1. PENDAPATAN DAERAH
Pendapatany Asly Diseral: s iiniaiiniadiiss 7O A

1.
4.8
3.

Dana Perimbangan...

B B AR R R R R A R R R RN A NN N R R A RN EEa

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.........cccocciivmviecnniinneinineinncnnas
Jumlaly Pendapatan Daeraly i i avineststssssrsiont s

2. BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.

a.
b.
C.
d.

Belan)a PematWal... oo s immmsimsadisinsiiiaimamsismie
Belanja Hibah. oo iinibisii s missiseaiass e e
Béldina Bantuiaty BORIAIL ... cunnncropasrusmspsssrssissass

Belanja Bagi Hasil kpd Provinsi/Kab. /Kota dan Pem. Desa
Belanja Bantuan Keuangan kpd Provinsi/Kab./Kota,
Pemerintahan Desa dan Partai Politik............cooiiiiiiiiiniiinn.
Belanja Tidak Terduga ....... R L A N S T
Jumlah Belanja Tidak Langsung ................. O

BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawal .......ccuvviiviviiiiiiiiiinininnniiiann e
Belanja Barang dan Jasa ..........cceciviiinannnnn. T R

Belanja Modal ............ccocvieee. e A
Jumliah Belanja Langsung .. ...c.miossssminsasissismvasis isisasssss
JUMIaIE BelaIN g v iiiiminiaiiain s s sl d s i ivas e i
Surplus/ (Defisit) ........... =0 s R A B LN AR

Rp  73.319.762.185,00
Rp  714.838.901.000,00
Rp  121.411.632.000,00
Rp  909.570.295.185,00
Rp  410.886.246.487,00
Rp  14.488.205.000,00
Rp 598.800.000,00
Rp 1.676.313.400,00
Rp  106.731.348.358,00
Rp 2.760.000.000,00
Rp  537.140.913.245,00
Rp  31.596.992.705,00
Rp  194.173.782.760,00
Rp  209.583.898.334,00
Rp  435.354.673.799,00
Rp  972.485.109.044,00
Rp  (62.925.291.859,00)
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Halaman ; 21-21

Jumiah Bertambah |
Nomaor Urut Uraian (Rpl {Berkurang)
Sebelum Setelah (Rp) g
Perneseran Pergeseran
1 2 3 4 5 &
3.1.1.01.01, Pajak Dwerah 2 000000, 000,00 2 000.000 000,00
3.1.1.00. Pelampauan penerimaan Lain-aln 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
- —._.._._..|Pendapatan Daersh Yang Sah T Te e A T SR
3.1.1.03.03, Bag Hasil Pajak das Provinsi dan Pmr‘rmh 2.000.000.000,00 2.000.000,000,00
: DeerahLainnya
3.1.1.04, Sisa Penghematan Belanja atau ilﬁbit 50,121.699,800,00 50,121.699.800,00
B B o e W e ey B g .
3.1.1.04.13 F'Iﬂm-na‘tm Eﬂanjl 50.121.6908.800.00 50, 121.689.800,00
3.1.1.07 Sisa Belanja Dana Hibah Pumldnﬂh Pusat 18.603.592.059,00 |  18.803.592.059.00
3.1.1.!]?.&1. H-|tilh F'imemiah Pusa‘t 18,803,592 058,00 15 B03, 582 058,00
3 'I.I, Flﬂll"l'l'lll'l Klntdl Pmldmlm Fi'ljll'l'ﬂ'l 1 mm.nmuo 1. 50:0,000. 000,00
3. 1-6-01 Penerimaan Kemball Panarimaan Pinjaman 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
LB R N T IR S | Sea i (I —————

3.1.5.01.02. Penerimasan Kumbd Pinjaman Durnh 1.500.000.000,00 1 500. mu 000,00
3.1.8. Penerimaan Kembail PFenyertaan Modal 3.000.000.000,00 3.000.000,000,00

(Disvestasi) i
l 'I !.IJ'I Perusahaan Dasrah 3,000, (00, 000,00 3 mm m 00
31&011]1. POAM 3,000.000.000,00 3nﬂumumﬂw

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN T7.425.281.850,00 T7.425.291.858,00
3.2 Pengeluaran Pemblayaan Daerah 14.500,.000,000, 00 14.500,000.000, 00

sl T 1 e e S S T e i 1
322 Penyertaan Modal (Investas) Pemarntah 13.000,000.000,00 13.000,0:00,000, 00
3.2.2.02 Badan ullhl milik dasrah {BUMD} 13.mm_mm 13,000, 000,000, 00
A2202.01. Parusahaan Dasrah Alr Minum :PE}AM] 3.000,000.000,00 3,000,000, 000,00
s Sanjung Tintabuana ; ;
3220203 Bank Pembangunan Daerah [E‘PD}I'BEnk 10 000.000, 000,00 10.000.000.000,00
s e Magan Sumatera Baral Y e
3.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah 1,500.000,000,00 1.500.000.000,00
3.2.4.03. Pembaran Pinjaman Modal kepada Plhak 1.500.000.000,00 1,500, 0:00.000,00
....... Ketiga ; e ] (B e

3 2 4 G&DE F'ﬂ't'_rﬂuran Dana UKM 1500 000000 00 1.500.000.000,00

JUMLAH PEHB‘ELUARAN PEHBIATMH 14.500.000.000,00 | 14,500.000.000,00

FEHHIA‘I’MH NEI'Q 82.925.291, mm 62.925.291.859,00
3.3 S18A LEBIH PEMBIAYALN ANGOARAN TAHUN

BERKENAAN (SILPA)

Musaro Sijunjung 2 g =7 £ 2018
BUPATI SIJUNJUNG
dto
¥ YUSWIR ARIFIN
Salinan sesuai dengan aslinya

AL

W

BAGIAN HUKUM DAN HAM 4

NDRI FAHRIZAL, SH

NIP.

Pemb¥ga Tk. 1 IV/b
19710705 199803 1 011
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Keterangan :
Muaro Sijunjung. /4 777 nt 2018
BUPATI SIHUNJUNG,
| dto
YUSWIR ARIFIN
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA AN HUKUM DAN HAM,
._.

Pembina
NIP. 197 10703 199803 1 011

Halaman '8





